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PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM MENDAPATKAN
PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS BRAGOLAN
KABUPATEN PURWOREJO

ABSTRAK

BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada
Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh
penduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan
di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap peserta BPJS Kesehatan berkaitan
dengan pemenuhan hak-hak pasien dalam pelayanan kesehatan.

Dalam penelitian ini mengunakan metode penelitian hukum normatif-empiris
(terapan) yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari
perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku
nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung dan mengkaji pelaksanaan atau
implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) guna mencapai tujuan
yang ditentukan. Cara pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan
wawancara kepada narasumber terkait dan studi pustaka.

Hasil penelitian ini menunjukan perlindungan hukum peserta BPJS Kesehatan
dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Bragolan, sudah berjalan
dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan terpenuhinya informasi yang
dibutuhkan oleh pasien tentang penyakitnya pada saat memberikan pelayanan
kesehatan. Disamping itu, pasien juga diperlakukan sama oleh pihak puskesmas
didalam pemberian pelayanan kesehatan.

Kata kunci: perlindungan hukum, BPJS Kesehatan, pelayanan kesehatan.



1. PENDAHULUAN

Hak untuk hidup sehat dan sejahtera baik untuk dirinya maupun keluarga,
merupakan hak asasi setiap manusia yang telah diakui oleh setiap bangsa didunia
termasuk Indonesia. Pengakuan itu telah tercantum di dalam Deklarasi
Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948 tentang Hak Asasi Manusia. Pada Pasal
25 ayat (1) Deklarasi menyatakan, setiap orang berhak atas derajat hidup yang
memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya termasuk
hak atas pangan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatan. Serta pelayanan
sosial yang diperlukan dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita
sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaaan lainnya yang
mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada diluar kekuasaannya.

Pada tahun 2004, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 40 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang mengamanatkan bahwa jaminan sosial
wajib bagi seluruh penduduk, termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). JKN
ini dikelola melalui suatu badan pemerintahan yang disebut Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS), yang dinaungi oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Yang mulai diberlakukan
sejak 1 Januari 2014.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS), menetapkan jaminan sosial nasional akan diselenggarakan
oleh BPJS, yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan,



yang implementasiannya akan dimulai pada 1 Januari 2014. Secara operasional,
pelaksanaan JKN dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012
tentang Penerima Bantuan luran (PBI), serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Pelaksanaan BPJS Kesehatan yang sudah berjalan lebih dari dua tahun ini
dalam menjalankan programnya, bisa dikatakan masih belum menuai hasil yang
optimal. Hal ini tidak sesuai sebagaimana yang diharapkan oleh Pemerintah
Indonesia sebagai badan hukum yang menjalankan jaminan kesehatan nasional
bagi seluruh warga Indonesia.

Untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan oleh
instutusi kesehatan kepada pasien peserta BPJS Kesehatan, kita tidak dapat hanya
dengan membaca buku maupun mendengarkan orang lain. Untuk itu penulis harus
melakukan penelitian secara langsung di salah satu institusi kesehatan. Disini
penulis memilih Puskesmas Bragolan Kabupaten Purworejo sebagai tempat untuk
melakukan penelitian terhadap perlindungan hukum peserta BPJS Kesehatan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut: Bagaimana perlindungan hukum terhadap peserta
BPJS Kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Bragolan
Kabupaten Purworejo dan Faktor apa saja yang mendukung maupun menghambat
pelaksanaan perlindungan hukum terhadap peserta BPJS Kesehatan di Puskesmas

Bragolan Kabupaten Purworejo?



2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini mengunakan metode penelitian hukum normatif-empiris

(terapan) yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari

perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun

perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung dan mengkaji

pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan)

guna mencapai tujuan yang ditentukan.! Cara pengambilan data dalam penelitian
ini dilakukan dengan wawancara kepada narasumber terkait dan studi pustaka.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Pasien BPJS Kesehatan dalam Mendapatkan

Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Bragolan Kabupaten Purworejo

BPJS Kesehatan yang diselenggarakan sejak tahun 2014 adalah program

sosial kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Program ini diselenggarakan

secara serentak diseluruh Indonesia untuk peningkatan mutu kesehatan

masyarakat.

Kabupaten purworejo adalah salah satu kabupaten yang menyelenggarakan

BPJS Kesehatan. Dalam pelaksanaannya dibawahi oleh BPJS Cabang unit

Kebumen bersama Kabupaten Wonosobo dengan jumlah peserta sebanyak

419.860 orang (52%) dari penduduk 805.812 orang hingga akhir 2016 kemarin.?

' Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung :PT. Citra Aditya Bakti,
him.52.
? Hasil wawancara dengan kepala BPJS Kesehatan Cabang Kebumen “Maya Susanti”



Puskesmas Bragolan adalah salah satu penyelenggara program BPJS
Kesehatan di Kabupaten Purworejo. Puskesmas merupakan salah satu pelayanan
publik dibidang kesehatan yang memiliki tugas yaitu memberikan pelayanan
kesehatan perorangan secara paripurna (promotif, preventif, kuratif, dan
rehabilitatif).?

Dapat diketahui bahwa faktor yang paling penting untuk melihat sejauh mana
perlindungan hukum di puskesmas adalah terpenuhinya hak-hak pasien untuk
mendapatkan informasi. Hak pasien sebagai konsumen di atur dalam Pasal 4
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Dijelaskan bahwa pasien harus mendapatkan jaminan atas persamaan hak dalam
pelayanan kesehatan yang diberikan oleh penyedia layanan kesehatan. Sesuai yang
tercantum dalam Pasal 32 Huruf ¢ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
tentang Rumah Sakit yang berbunyi: “Pasien berhak memperoleh layanan yang
manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi”.

Kenyamanan, keamanan dan keselamatan atas pelayanan kesehatan
merupakan hak yang harus didapatkan oleh pasien BPJS Kesehatan. Serta harus
dipenuhi oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Hak atas
kenyamanan, keamanan dan keselamatan ini tercantum didalam Pasal 4 huruf a
Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni: “Hak atas kenyamanan,

keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Terdapat

* Soekidjo Notoatmodjo, 2007, Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni, Jakarta: PT. Rineka Cipta,
hal.406



pula didalam Pasal 32 huruf n Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit yaitu pasien berhak: “Memperoleh keamanan dan keselamatan
dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit.

Faktor Penghambat dan Pendukung dalam pelaksanaan perlindungan
hukum terhadap peserta BPJS Kesehatan

Dalam pelaksanaan perlidungan hukum terhadap peserta BPJS, terdapat dua
hal yang menghambat maupun mendukung perlindungan hukum terhadap pasien.
Faktor penghambat dan pendukung dibagi menjadi dua yakni faktor internal dan
faktor eksternal.

Faktor internal yang menghambat perlindungan hukum: Komunikasi yang
kurang antara pasien dengan tenaga kesehatan, fasilitas pengaduan bagi pasien
BPJS yang belum ada, Fasilitas tenaga kesehatan/dokter yang kurang memadai,
lingkungan kerja. Faktor eksternal yang menjadi penghambat: Pasien yang tidak
membawa persyaratan dengan lengkap, tagihan yang terhenti karena kekeliruan
saat peserta BPJS Kesehatan akan membayar iurannya, kurangnya sosialisasi
kepada masyarakat yang menggunakan BPJS Kesehatan, tentang bagaimana cara
penggunaan dan syarat apa saja yang harus dibawa.

Faktor Internal yang menjadi pendukung perlindungan hukum: Komunikasi,
informasi, peran dokter dan sumber daya manusia. Faktor eksternal yang menjadi

pendukung: Motivasi pasien dan kepatuhan pasien.
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PENUTUP

Dari hasil penelitian yang dikemukakan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut: Perlindungan hukum peserta BPJS Kesehatan dalam mendapatkan pelayanan
kesehatan di Puskesmas Bragolan, sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat
dibuktikan dengan terpenuhinya informasi yang dibutuhkan oleh pasien tentang
penyakitnya pada saat memberikan pelayanan kesehatan. Disamping itu, pasien juga
diperlakukan sama oleh pihak puskesmas didalam pemberian pelayanan kesehatan.
Juga sebelum pemberian pelayanan kesehatan, ada persetujuan terlebih dahulu dari
pasien. Jaminan keselamatan, keamanan dan kenyamanan juga telah diberikan pihak
Puskesmas Bragolan dengan baik.

Faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan
perlindungan hukum terhadap peserta BPJS Kesehatan, terdiri dari faktor internal dan
faktor eksternal. Faktor internal yang menjadi penghambat seperti: komunikasi yang
kurang, fasilitas pengaduan bagi pasien BPJS Kesehatan yang belum ada, fasilitas
tenaga kesehatan/dokter yang kurang memadai dan lingkungan kerja. Faktor eksternal
yang menjadi penghambat yaitu: pasien yang tidak lengkap membawa persyaratan,
pasien yang salah mendaftarkan diri, pasien yang tidak membayar iuran BPJS
Kesehatan.

SARAN
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Perlu adanya sosialisasi mengenai program BPJS Kesehatan, serta hak-hak
pasien BPJS Kesehatan kepada seluruh pasien pengguna BPJS Kesehatan di
Kabupaten Purworejo. Puskesmas sebagai pelaksana program BPJS Kesehatan di
Kabupaten Purworejo, harus lebih meningkatkan pelayanannya demi mewujudkan

Indonesia yang sehat
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